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Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMESs) have a vital role in
encouraging the development of the country's economy, including
contributing to GDP and employment. However, even though MSMES'
contribution to the economy is very central, MSMEs still face several
obstacles such as difficult access to financing from financial
institutions. The aim that researchers want to achieve in this research
is to describe what factors hinder the accessibility of MSMEs to
financial institutions, especially banks, and to find out the solutions
provided by the government to overcome obstacles to MSMESs'
accessibility to financing. This research category is qualitative
research with a library study approach, where research data sources
are accessed from various literature or documents. Based on research
by researchers, there are several factors that hinder the accessibility
of MSMEs, including: MSMEs in the eyes of banking financial
institutions are not yet bankable, understanding of MSME actors, lack
of financial literacy of MSME actors, and complicated financing
procedures.

Keywords: Obstacles of Accessibility; MSMES; Financing; Financial
Institutions
Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital untuk
mendorong perkembangan perekonomian negara, diantaranya
memberikan kontribusi terhadap PDB dan lapangan kerja. Namun
meskipun kontribusi UMKM terhadap perekonomian sangat sentral,
UMKM masih menghadapi beberapa kendala seperti aksesibilitas
pembiayaan dari lembaga keuangan yang masih sulit. Tujuan yang
ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan
faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat aksesibilitas UMKM
kepada lembaga keuangan khususnya perbankan dan untuk
mengetahui solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi
hambatan aksesibiltas UMKM terhadap pembiayaan. Kategori
penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi
pustaka, dimana sumber data penelitian diakses dari berbagai literatur
atau dokumen. Berdasarkan penelitian peneliti, terdapat beberapa
faktor yang menghambat aksesibilitas UMKM, antara lain: UMKM di
mata lembaga keuangan perbankan belum bankable, pemahaman
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pelaku UMKM, kurangnya literasi keuangan pelaku UMKM, dan
prosedur pembiayaan yang rumit.

Kata Kunci: Kendala Aksesibilitas, UMKM, Pembiayaan, Lembaga
Keuangan

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu tujuan dalam rangka percepatan pembangunan berkelanjutan
(Sustainable Development Goals/SDGs) oleh PBB, inklusi keuangan dijadikan prioritas oleh
negara-negara dunia (Iddrisu et al., 2022). Keuangan inklusif adalah ketika dunia usaha dan
individu memiliki peluang untuk memperoleh produk keuangan berkelanjutan antara lain
tabungan, kredit mikro, pembayaran, pengiriman uang, dan asuransi (Bank, 2022)- Landasan
penting dalam teori keuangan adalah bahwa lembaga keuangan dan pasar memiliki andil yang
cukup besar dalam alokasi sumber daya modal (Soleman & Nainggolan, 2022). Kerangka
konseptual aliran dana dibangun berdasarkan teori ini untuk menjelaskan alokasi sumber daya
modal di seluruh rumah tangga dan perusahaan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan
ekonomi, bukti dari negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat
antara aliran dana, suku bunga, dan penentuan harga aset, serta pendapatan dan pengeluaran
(Demir et al., 2022).

Sektor keuangan telah mengalami revolusi teknologi selama beberapa dekade terakhir
(Kanga et al., 2022), inovasi teknologi telah menciptakan model keuangan baru, yang memiliki
dampak penting terhadap perekonomian dan keuangan, tidak hanya meningkatkan efisiensi
transaksi ekonomi, namun juga membangun sistem ekonomi informasi baru di kalangan
perusahaan, konsumen, dan pemerintah (Li, 2022). Pemberi pinjaman seperti bank dan lembaga
keuangan lainnya diketahui sebagai sumber utama peminjam selama ini, akan tetapi sejalan
dengan perkembangan teknologi dalam bidang keuangan, telah muncul lembaga keuangan yang
baru dan memiliki daya tarik, yakni lembaga fintech (Liem et al., 2022). Teknologi keuangan
(fintech) diakui secara luas sebagai satu instrumen yang penting dalam meningkatkan kualitas
inklusi keuangan dan efisiensi keuangan (Wu et al., 2023).

Secara global, per tahun 2018 menurut data Bank Dunia bahwa seperempat orang dewasa
tidak memiliki akses terhadap rekening bank, dikarenakan tingginya biaya layanan, kurangnya
akses dan kepercayaan pada bank, dan tantangan dalam memperoleh syarat-syarat
dokumentasi. Kurangnya akses terhadap instrumen formal untuk menabung atau meminjam,
akhirnya menambah kemiskinan, karena kemampuan menabung, meminjam dan menukar uang
adalah kunci dalam membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Padahal, kemudahan akses
terhadap layanan keuangan memberikan individu kesempatan untuk meningkatkan kualitas
hidup (Senyo et al., 2022).

Salah satu bentuk usaha yang menghadapi kesulitan akses permodalan adalah UMKM,
survei DSInnovate terhadap 1.500 UMKM, ditemukan ada beberapa kendala yang dialami
UMKM. Rincian survei tersebut 70,2% pemilik UMKM mengalami kendala pemasaran produk,
akses permodalan sebanyak 51,2%, persediaan bahan baku sebanyak 46,3%, dan adopsi digital
sebanyak 30,9% (Mawarsari, 2023). Menurut survei Bank Indonesia pada MSME Empowerment
Report tahun 2022 sebanyak 69,5% UMKM belum menerima pinjaman (Eka, 2023). Berdasarkan
survei Pricewaterhouse Coopers, UMKM Indonesia masih banyak yang belum mempunyai
aksesibilitas pembiayaan yakni sebanyak 74% UMKM (Sandi, 2023).

Padahal dalam struktur perekonomian Indonesia, sektor UMKM adalah sektor ekonomi
yang tingkat produktivitasnya mendominasi di atas 99% struktur perekonomian nasional. Akan
tetapi eksistensi sektor UMKM dianggap sebagai sektor penopang perekonomian negara, karena
dapat bertahan ketika krisis perekonomian, serta menjadi harapan masyarakat dalam
menyediakan lapangan kerja, meminimalisir angka kemiskinan dan pengangguran, ditambah
menjadi sektor penopang pembangunan nasional dan daerah. Namun, eksistensi sektor UMKM
masih terkendala aksesibilitas pembiayaan (Choerudin et al., 2022).
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Ada dua kemungkinan kenapa UMKM mengalami kendala suntikan modal, pertama, akses
ke bank dan lembaga keuangan lainnya terbatas, dikarenakan tidak adanya aset UMKM yang
berharga untuk dijadikan sebagai jaminan atas agunan ketika mengajukan pembiayaan kepada
lembaga keuangan (bank dan lainnya), atau usaha yang diajukan pemilik UMKM tidak memiliki
potensi yang baik menurut perspektif bank dan lembaga keuangan lainnya. Kedua, karena hasil
produksi tidak kompetitif di pasaran, sehingga arus kas masuk tidak lancar, dan pada akhirnya
membuat pengusaha kekurangan dana segar (Setyawati, 2021)-

Sebagai salah satu salah satu instrumen penting dalam ketahanan ekonomi, UMKM
berkontribusi besar terhadap PDB, pada tahun 2019 sebesar 57,14%, tahun 2020 61,97%
(Agustin & Edhie, 2022), pada tahun 2022 sebesar 61,07% terhadap PDB (Khairunnisa et al.,
2022). Laporan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022 menunjukkan bahwa kontribusi
UMKM masih minim ketika bercerita kontribusi UMKM ke ekspor, walau dari sisi penyerapan
tenaga kerja dan kontribusi ke PDB sudah relatif baik. berikut merupakan kontribusi UMKM
terhadap Produk Domestik Bruto, tenaga kerja, dan ekspor (Arifin et al., 2023)-

Tabel 1 Perbandingan kontribusi UMKM terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja, Ekspor dan PDB

No | Tenaga Kerja (%) Ekspor (%) PDB (%)
1 | Indonesia | 97 Jerman 55,9 | Indonesia | 61,01
2 | Thailand 85,05 | Jepang 53,8 | Jerman 53,8
3 | Korea 83,1 | India 40 Jepang 53
4 | Jerman 79 AS 33,7 | Singapore | 44,7
5 | Singapore | 71,4 | Korea 30,9 | AS 43,5
6 | Pakistan 70 Thailand 29,5 | Thailand 43
7 | Jepang 70 Pakistan 25 Vietnam 40
8 | Malaysia | 66,2 | Filipina 20 Malaysia | 38,3
9 | Filipina 63,2 | Vietnam 20 Korea 37,8
10 | AS 49,4 | Sri Lanka 20 India 37,5
11 | India 40 Malaysia 19 Filipina 35,7
12 | Vietnam 38 Indonesia | 15,8 | Pakistan 30
13

Sri Lanka | 35 Bangladesh | 11,3 | Sri Lanka | 30

Merujuk data di atas kontribusi UMKM terhadap ekspor masih terbilang minim, karena itu
kedepannya daya kompetitif UMKM merupakan salah satu aspek yang harus diperbaiki supaya
dapat bersaing di pasar dan dapat meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia.
Meskipun kontribusi signifikan UMKM terhadap perekonomian, namun UMKM masih
menghadapi kesulitan pemasaran produk, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan
bahan baku, minimnya inovasi dan teknologi, serta kendala aksesibilitas permodalan
(Khairunnisa et al., 2022).

Hal senada disampaikan oleh Wapres Ma’ruf Amin menegaskan bahwa kelompok UMKM,
dalam hal akses pembiayaan masih menjadi kendala, karenanya beliau meminta ada
peningkatan pembiayaan untuk UMKM (Hafsyah, 2022). Dalam suatu Forum Kajian
Pembangunan (FKP) oleh SMERU Research Institute dan Tokopedia, riset salah satu penelitinya
bernama Wandira Larasati menyatakan bahwa pelaku usaha kecil dan menengah sering
dipersepsikan sebagai kelompok yang sudah berdaya secara keuangan, manajemen usaha yang
modern, memiliki usaha skala besar, dan mandiri dari bantuan dan kemudahan seperti yang
diperlakukan terhadap pelaku usaha skala mikro (Nisaputra, 2023)

Permasalahan pembiayaan tentu memiliki dampak terhadap kemunduran UMKM dalam
persaingan pasar, dan perekonomian Indonesia akan terganggu sebab, seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya bahwa UMKM merupakan salah satu pondasi perekonomian (Rahyono
et al., 2023). Hambatan pembiayaan yang dihadapi UMKM menjadi dasar bagi pemerintah (Arifin
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et al.,, 2023) dan perusahaan swasta untuk menyediakan fasilitas lembaga intermediasi
keuangan melalui perbankan dan lembaga keuangan lainnya (Rusastra et al., 2018).

Berdasarkan laporan International Finance Corporation diperkirakan di negara-negara
berkembang, 21% (29,6 juta) usaha mikro sepenuhnya terkendala, dan 19% (26,6 juta) dibatasi
sebagian. Namun, 60% (85,2 juta) masih tidak mempunyai kendala finansial. Gambaran serupa
juga terlihat pada segmen UKM di negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, 30% (6,2 juta)
UKM terkendala penuh, 14% (2,8 juta) UKM terkendala sebagian, dan 56% (11,7 juta) tidak
mempunyai kendala keuangan (Corporation, 2017).

Menteri Koperasi dan UKM (menkop ukm) Teten Masduki ketika melakukan rapat kerja
(raker) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2023 mendeskripsikan bahwa pada
tahun 2020 implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sektor UMKM dari
lembaga perbankan sebanyak Rp 4,8 triliun, kemudian program KUR Reguler sebanyak Rp
365,5 triliun, jumlah tersebut terbilang sangat kecil dibandingkan negara lain. Di negara Thailand
kredit yang diberikan lembaga bank kepada sektor UMKM di atas 40%. Di negara Korea Selatan
mencapai 81%. Tentu miris melihat perbandingan data kehadiran lembaga keuangan di
Indonesia, jika dibandingkan dengan dua negara Asia lainnya. Padahal sektor UMKM Indonesia
mampu menyediakan 97% kesempatan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap PDB
sebanyak 60%, namun kredit dari lembaga perbankan baru 20% (Nasution, 2023).

Berdasarkan kajian-kajian di atas terkait dengan kendala UMKM memperoleh akses
pembiayaan dari lembaga keuangan membuat peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian
kepustakaan dengan judul “Kendala Aksesibilitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) dari Lembaga Keuangan”. Tujuan penelitian diantaranya: untuk
mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi UMKM untuk mengakses
pembiayaan dari lembaga keuangan dan untuk mengetahui solusi yang diberikan pemerintah
untuk mengatasi kendala aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan.

Letak perbedaan penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dalam
penelitian ini peneliti ingin mengungkapkan solusi apa yang diberikan pemerintah kepada sektor
UMKM yang mengalami kendala aksesibilitas pembiayaan dari lembaga keuangan. Penelitian
Rita Diana (Diana, 2019) terfokus mengungkapkan faktor-faktor kendala sektor UMKM di
Provinsi Sumatera Barat dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Kemudian
penelitian Margunani dkk (Margunani et al., 2019) mengungkapkan strategi meningkatkan
aksesibilitas sektor UMKM di Kota Semarang terhadap lembaga keuangan dari sektor UMKM
sendiri, sedangkan penelitian ini mengungkapkan solusi dari pihak pemerintah selaku fasilitator
dalam aktivitas perekonomian.

LITERATUR EMPIRIS

Salah satu isu penting dalam pembahasan perkembangan UMKM di Indonesia seperti
pada umumnya di negara-negara berkembang adalah akses UMKM terhadap pembiayaan
(Tambunan, 2021). UMKM merupakan katalisator penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan
rumah tangga dalam perekonomian. Karena itu, wawasan tentang bagaimana inklusi keuangan
mempengaruhi kinerja UMKM adalah penting dari sudut pandang kebijakan, khususnya bagi
negara-negara berkembang di mana UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian
negara (Fomum & Opperman, 2023). Meskipun pinjaman bank merupakan sumber pendanaan
eksternal yang paling umum bagi UMKM, bentuk pendanaan lain juga harus dipertimbangkan,
seperti investasi pemerintah-swasta atau crowdfunding (Moritan, 2020).

Penelitian Beck merangkum bukti-bukti kendala dan pola pembiayaan UMKM di negara
berkembang dan negara industri baru. Hasil observasinya menunjukkan faktor pendorong
terbatasnya akses ke keuangan eksternal bagi banyak UMKM meliputi biaya transaksi dan
informasi asimetris antara peminjam dan pemberi pinjaman, dan kegagalan lembaga keuangan
yang dimiliki atau dikelola pemerintah. Karena itu, seperti yang disimpulkan penelitiannya,
pemerintah memiliki peran penting dalam mereformasi lingkungan kelembagaan, menyediakan
kerangka kerja pengaturan dan mendorong persaingan (Tambunan, 2021).
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Kurangnya pendanaan dan lemahnya lingkungan bisnis cenderung merugikan
pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Uganda, serta menguntungkan perusahaan
besar. Peningkatan akses terhadap pembiayaan memberikan dampak positif yang lebih tinggi
terhadap pertumbuhan UMKM dibandingkan dengan perusahaan besar, namun dampaknya
tidak signifikan secara statistik (Lakuma et al., 2019). UMKM yang tidak memiliki akses terhadap
pembiayaan akan mengalami kesulitan dalam memperluas dan menciptakan lapangan
kerja. Karena itu, mendorong inklusi keuangan memungkinkan usaha kecil, yang sebelumnya
dikecualikan dari saluran keuangan, memperoleh pembiayaan, sehingga menghasilkan
produktivitas dan meningkatkan pertumbuhan penjualan (Lee et al., 2020):

Kesulitan pendanaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) selalu menjadi perhatian di
Tiongkok, karena lemahnya kekuatan finansial, risiko operasional yang tinggi, dan rendahnya
transparansi keuangan (Xiao et al., 2022). Kurangnya akses terhadap modal yang tepat waktu
dan memadai, karena lembaga keuangan menganggap UKM berisiko karena operasi yang
informal dan tidak jelas. Akibatnya, UKM di China sering menggunakan sumber kredit informal
dengan suku bunga tinggi, sehingga memperburuk kesulitan keuangan UKM itu
sendiri. Pemerintah telah menerapkan langkah-langkah seperti pinjaman sektor prioritas,
mekanisme jaminan kredit dan promosi peringkat kredit untuk meningkatkan akses kredit bagi
UKM (Wang et al., 2019).

Di negara Jepang UKM menghadapi tantangan situasi sulit mendapatkan akses
pembiayaan, dibandingkan dengan perusahaan besar. Banyak bank lebih memilih
mengalokasikan sumber dananya kepada perusahaan besar dibandingkan UKM. Alasannya
adalah perusahaan besar mempunyai risiko gagal bayar dan risiko finansial yang lebih rendah.
Di sisi lain UKM lebih berisiko terutama dari sudut pandang pemberi pinjaman dan mereka tidak
memiliki informasi akuntansi yang jelas (Yoshino, 2016)-

METODE PENELITIAN

Kategorisasi penelitian ini termasuk penelitian kualitatif menggunakan pendekatan library
research. Penelitian library research merupakan kegiatan ilmiah dengan cara mengumpulkan
berbagai informasi atau data, menggunakan media berupa: artikel, buku, jurnal, dan dokumen
lainnya (Adlini et al., 2022). Penelitian kepustakaan atau studi pustaka merupakan salah satu
penelitian yang mengenalkan peneliti untuk mengelola kepustakaan. Kepustakaan tentu memiliki
banyak data dan fakta yang telah tertulis sehingga memiliki jawaban untuk menjawab
permasalahan penelitian (Saputra et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan mayoritas bisnis di seluruh dunia,
dan memiliki andil yang besar dalam menggerakkan perkembangan ekonomi negara. Namun,
UMKM tersebut menghadapi banyak tantangan karena keterbatasan sumber modal dan ukuran
usaha yang kecil, sehingga menghambat pertumbuhan dan ekspansi UMKM (Kumar et al.,
2023). Berdasarkan penelusuran peneliti dari berbagai literatur terdapat beberapa faktor yang
menjadi penghambat aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan.

Pertama, UMKM dianggap belum Bankable, maksudnya adalah sektor UMKM sudah
termasuk kategori usaha produktif, namun belum memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan
pembiayaan dari lembaga perbankan yang disebabkan sektor UMKM belum sanggup
menyediakan jaminan/agunan yang sesuai dengan ketentuan Bank (Soemitra et al., 2022).
Karena prosedur pembiayaan di bank ada ketentuan yang harus dipedomani oleh individu yang
mengajukan pembiayaan. Fungsi agunan yang diajukan lembaga keuangan merupakan alat
pengaman yang mampu diberikan kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (peminjam) ketika
terjadi wanprestasi atau gagal pembayaran oleh debitur (OJK, 2020).

Menkop UKM Teten Masduki menyatakan dalam acara UMKM Digital Summit 2023, kalau
syarat yang harus dipenuhi UMKM diantaranya harus ada aset sebagai jaminan, niscaya akan
banyak UMKM vyang tidak akan dapat mengajukan pembiayaan/kredit ke perbankan. Teten
Masduki menambahkan bahwa sekarang telah ada 145 negara yang sudah
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mengimplementasikan konsep credit scoring, sudah tidak menggunakan pendekatan collateral
atau jaminan, dimana dalam konsep tersebut agunan dapat berbentuk aset dan lain sebagainya.
Karena itu, Teten Masduki sedang menginisiasi supaya sektor UMKM Indonesia untuk go digital,
setidaknya pencatatan keuangan sektor UMKM sudah digital (Rizky, 2023). Sebagai bukti
keseriusan UMKM dalam berusaha dan karena instrumen tersebut dapat menjadi salah satu
pertimbangan lembaga perbankan menyetujui pengajuan kredit oleh UMKM.

Sebanyak 76% UMKM provinsi Jawa Tengah kesulitan mengakses pembiayaan. Problem
aksesibilitas pembiayaan merupakan kendala paling umum yang dialami pelaku UMKM Jawa
Tengah, karena dianggap belum bankable, padahal jika dilihat dari usahanya sudah layak
memperoleh pembiayaan. Kurang lebih hanya 3 juta pelaku UMKM Jawa Tengah yang
mempunyai aksesibilitas pembiayaan ke perbankan atau hanya 24%. Sementara sisanya
dianggap belum memenuhi syarat pembiayaan kepada lembaga keuangan (Ardiansyah, 2019).

UMKM Provinsi Jawa Barat merupakan UMKM dengan pertumbuhan tertinggi dengan
jumlah 1,49 juta. Walau berstatus UMKM dengan pertumbuhan tertinggi lantas menjadikan
UMKM Jawa Barat terlepas dari berbagai tantangan, seperti aksesibilitas pembiayaan,
kurangnya literasi digital, hingga persaingan produk asing. Misalnya kelompok UMKM Tajur
Halang Makmur di Kecamatan Tajur Halang sudah termasuk kelompok UMKM maju. Usaha
kelompok UMKM tersebut diantaranya bisnis kuliner, handycraft dan furniture beranggotakan
aktif 75 orang. Akan tetapi masih terhambat akses pembiayaan, seperti terhambat administrasi
dan tidak adanya transparansi laporan keuangan sebagai salah satu syarat mendapatkan
pembiayaan. Disamping itu, ada beberapa budaya sektor UMKM yang membuat lembaga
keuangan tidak tertarik memberikan pembiayaan, diantaranya tidak ada diversifikasi tenaga
kerja, manajemen, struktur organisasi dan sistem pembukuan formal (Muharam et al., 2023).

Kedua, pemahaman pelaku UMKM. Ketika seseorang atau pelaku usaha ingin mengajukan
pembiayaan kepada lembaga keuangan, tentu ada beberapa persyaratan dokumen yang harus
disediakan, bagi pihak yang belum memahami prosedur tersebut akan berpikir bahwa untuk
memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut akan menghabiskan waktu. Sedangkan di pihak
UMKM sendiri kebutuhan terhadap modal atau pembiayaan sudah mendesak. Pada akhirnya
beberapa pelaku UMKM mengambil langkah pragmatis yakni memilih mengajukan pembiayaan
dari lembaga keuangan non-bank, karena lebih sederhana dan pencairan pembiayaan lebih
cepat. Gagal pahamnya pelaku sektor UMKM terkait fungsi dan tujuan persyaratan yang diajukan
pihak perbankan, merupakan tugas bank untuk melakukan sosialisasi terkait prosedural
pembiayaan di bank (Agustin et al., 2023).

Ketiga, kurangnya literasi keuangan UMKM, literasi keuangan merupakan instrumen
penting yang harus dimiliki pelaku UMKM agar lebih mudah mengelola dan mengembangkan
usaha (Ardila et al., 2020). Minimnya literasi keuangan merupakan salah satu penyebab
rendahnya akses pembiayaan ke lembaga keuangan (Suryanto & Rasmini, 2018), sehingga sulit
bagi sektor UMKM naik kelas menjadi pengusaha profesional (Sailendra et al., 2020).
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68%
meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 38,03% (Fadhlurahman, 2023).

Keempat, prosedur pembiayaan yang rumit, pelaku UMKM masih ada yang belum
memahami mekanisme dan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan non-individu ke
lembaga keuangan. Akses pembiayaan UMKM non-individu menghadapi kendala terkait dengan
kesepakatan antar pengurus maupun pengurus dengan anggota. UMKM non-individu terkendala
karena tidak ada pengurus yang bersedia menjadi penanggung jawab pinjaman. Dalam kasus
lain, sudah ada pengurus yang bersedia menjadi penanggung jawab pinjaman. Namun,
kesepakatan antaranggota belum ada terkait dengan pengajuan pinjaman. ketidaksepakatan
tersebut karena sebagian anggota kelompok UMKM masih ragu karena merasa khawatir tidak
dapat mengangsur. Kendala lain yaitu syarat administratif yang belum lengkap (Bagus, 2020).

Dengan adanya beberapa kendala yang dialami UMKM dalam mengakses pembiayaan
atau pengajuan kredit kepada lembaga keuangan khususnya perbankan. Pemerintah kemudian
tidak berdiam diri ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada beberapa
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kebijakan pemerintah dalam rangka memperkuat pembiayaan UMKM diantaranya melakukan
program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR merupakan solusi pemerintah terhadap
UMKM yang kesulitan mendapat akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Pada tahun
2023, pemerintah terus mengoptimalkan program KUR melalui penerbitan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit
Usaha Rakyat (Limansetyo, 2023).

Pada tahun 2023 sebanyak 79% penerima program KUR merupakan debitur yang pertama
kali menerima KUR. Tercatat sudah ada debitur KUR yang sebelumnya yang naik kelas
sebanyak 52%. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa UMKM semakin banyak
memanfaatkan KUR, disamping itu sudah banyak juga peningkatan kapasitas usaha penerima
KUR. Pemerintah juga terus melakukan percepatan penyaluran program KUR. Berdasarkan data
Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), realisasi penyaluran KUR sampai bulan Oktober pada
tahun 2023 sebesar Rp 199,88 triliun (67,30% dari target Rp 297 triliun) dan juga telah disalurkan
kepada 3,61 juta debitur dengan tingkat non-performing loan (NPL) sebesar 1,63% (Limansetyo,
2023).

Dalam proses penyaluran dana KUR tersebut, pemerintah tidak lepas tangan. Pemerintah
secara rutin memantau dan mengevaluasi Penyalur KUR, pemerintah juga melakukan opsi
kerjasama penyaluran KUR dengan pemerintah daerah setempat, optimalisasi proses
pengunggahan data calon debitur KUR baru oleh Pemerintah Daerah (Limansetyo, 2023).

KESIMPULAN

UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, hal tersebut
dapat dilihat dari kontribusi UMKM kepada PDB dan penyedia lapangan kerja. Namun kendati
peran sentral UMKM terhadap perekonomian sangat signifikan. UMKM masih mengalami
beberapa kendala diantaranya aksesibilitas pembiayaan atau kredit kepada lembaga keuangan
formal. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya UMKM dianggap oleh lembaga
keuangan formal (perbankan) belum bankable, pemahaman pelaku UMKM terhadap
administrasi persyaratan pengajuan pembiayaan, kurangnya literasi keuangan UMKM terhadap
produk lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi permasalah tersebut pemerintah membuat
suatu kebijakan yakni penyaluran KUR (kredit usaha rakyat), dimana KUR ini proses pengajuan
pembiayaan/kredit lebih mudah daripada pengajuan pembiayaan kepada lembaga keuangan
formal.
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